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PENGESAHAN CONVENTION ON THE PROHIBITION OF THE
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,

kebijakan Pemerintah Negara Republik Indonesa mengenai
perlucutan senjata bertujuan untuk ikut melaksanakan ketertiban,
keamanan, dan perdamaian dunia, antara lain dengan membebaskan
dunia dari ancaman bencana yang dapat ditimbulkan dari keberadaan
dan penggunaan senjata pemusnah massal, yaitu senjata nuklir,

biologi, dan kimia.

. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut maka Pemerintah

Negara Republik Indonesia aktif mengambil bagian dalam usaha
yang dilakukan masyarakat internasiona bagi pelarangan
menyeluruh senjata kimia, dan telah menandatangani Convention on
the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use
of Chemical Weapons and on their Destruction (Konvens tentang
Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan
Senjata Kimia serta tentang Pemusnahannya) di Paris pada tanggal
13 Januari 1993;
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c. bahwa Convention on the Prohibition of the Development,
Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their
Destruction (Konvens tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi,
Penimbunaan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta tentang
Pemusnahannya) memuat ketentuan-ketentuan, termasuk sistem
verifikas, yang wajib diberlakukan dan diterapkan oleh Negara
Pihak dalam berbagai sektor, termasuk sektor industri, khususnya

subsektor industri kimia dan industri farmasi;

d. bahwa dengan menjadi Pihak pada Convention on the Prohibition of
the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical
Weapons and on their Destruction (Konvens tentang Pelarangan
Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata
Kimia serta tentang Pemusnahannya), Indonesia dapat memperoleh
manfaat dalam upaya mengembangkan industri kimia dan industri
farmasi nasional baik melalui jaminan pertukaran informasi dan
teknologi, maupun melalui kerja sama internasional dalam
perdagangan bahan-bahan kimia demi pembangunan ekonomi

nasional;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a, b, ¢, dand
dipandaang perlu mengesahkan Convention on the Prohibition of the
Development, Production, Stockpiling and Use of Chemica
Weapons and on their Destruction (Konvens tentang Pelarangan
Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata

Kimia serta tentang Pemusnahannya) dengan Undang-undang.

Mengingat : Pasa 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar
1945;
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Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN CONVENTION
ON THE PROHIBITION OF THE DEVELOPMENT, PRODUCTION,
STOCKPILING AND USE OF CHEMICAL WEAPONS AND ON
THEIR DESTRUCTION (KONVENSI TENTANG PELARANGAN
PENGEMBANGAN, PRODUKSI, PENIMBUNAN, DAN
PENGGUNAAN  SENJATA  KIMIA  SERTA  TENTANG
PEMUSNAHANNYA).

Pasal 1

Mengesahkan Convention on the Prohibition of the Development,
Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their
Destruction (Konvens tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi,
Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta tentang
Pemusnahannya) yang salinan naskah asli beserta lampiran-lampirannya
dalam bahasa Inggeris, dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia
sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku padatanggal diundangkan
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Agar setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 30 September 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd

BACHRUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

padatanggal 30 September 1998

MENTERI NEGARA SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 171
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ATAS
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NOMOR 6 TAHUN 1998

TENTANG

PENGESAHAN CONVENTION ON THE PROHIBITION OF THE

DEVELOPMENT, PRODUCTION, STOCKPILING AND USE OF

CHEMICAL WEAPONS AND ON THEIR DESTRUCTION
(KONVENSI TENTANG PELARANGAN PENGEMBANGAN,
PRODUKSI, PENIMBUNAN, DAN PENGGUNAAN
SENJATA KIMIA SERTA TENTANG PEMUSNAHANNYA)

UMUM

1. Upaya pelarangan senjata kimiatelah dimulai sejak lebih dari satu abad yang lalu.

Tahun 1874 negara-negara Eropa bersepakat mengeluarkan Brussels Declaration
(Deklarasi Brussel) yang melarang penggunaan racun dan peluru beracun di dalam
peperangan. Pada tahap berikutnya berhasil ditandatangani satu deklarasi dalam
The Hague Conference (Konferens Den Haag) tahun 1899 yang mengutuk
penggunaan proyektil tunggal yang merupakan difus dari gas-gas yang
mengakibatkan sesak napas (asphyxiating) atau merusak (deleterious).

. Meskipun telah ada deklarasi-deklarasi tersebut, senjata kimia tetap dipakai,

bahkan dalam Perang Dunia | telah mengakibatkan korban lebih dari seratus ribu
orang meninggal dan sekitar satu juta orang cidera. Keadaan tersebut sangat
memprihatinkan masyarakat internasional, sehingga kemudian tercapai Protocol
for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases,
and of Bacteriologica Methods of Warefare (Protokol Pelarangan Penggunaan
dalam Perang Gas Penyesak Pernapasan, Gas Beracun atau Gas lainnya, dan
tentang Metode Peperangan dengan Mengunakan Bakteri), yang ditandatangani
padatanggal 17 Juni 1925, selanjutnya disebut protokol Jenewa tahun 1925.



